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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 

2015-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).  

Pengumpulan data dilakukan secara Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data 

laporan realisasi yang tersedia pada Website Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan (DJPK). Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif melalui pendekatan rasio kontribusi. Hasil penelitian menjelaskan 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

masih relatif kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya 

dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 5,55% 

hingga 52,06%.  Kontribusi pajak daerah terendah terjadi di Kabupaten Bener 

Meriah sementara kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh 

Besar. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga masih relatif kurang di banding dengan 

kontribusi sumber penerimaan lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama 

tahun 2015-2019 berkisar antara 1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi 

terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara sementara kontribusi retribusi daerah 

tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya. 

 

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah , Pendapatan Asli Daerah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pemberian kewenangan yang luas melalui sistem pemerintahan yang 

desentralisasi yang mulai terbuka sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah telah membawa 

perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. 

Desentralisasi fiscal mendorong pemerintah daerah untuk mampu berperan aktif 

dalam menentukan opsi pembangunan dan politik anggaran di daerahnya masing-

masing, meningkatkan partisipasi masyarakat/lembaga lokal dalam pembangunan, 

konsisten dalam memperhatikan hak-hak masyarakat serta dapat mengantisipasi 

berbagai masalah yang muncul di daerah. Hasilnya desentralisasi telah dapat 

meningkatkan akselerasi pembangunan daerah yang lebih luas disegala bidang. 

Untuk mewujudkan tujun tersebut secara bersinambungan, pemerintah daerah 

harus memiliki ketersediaan anggaran belanja yang mencukupi dari berbagai 

sumber penerimaan daerah. Disamping dana perimbangan dan dana transfer yang 

diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan 

dan kewenangan yang besar untuk mengali sumber keuangannya sendiri secara 

mandiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiscal yang 

akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. 

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

1 
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wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu PAD juga dapat diartikan sebagai  

semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi daerah (Alhusain et al., 

2018:20).  PAD yang bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari 

BUMD dan pendapatan lainnya yang sah adalah bentuk pendapatan yang 

dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (Wulandari dan Emy, 2018:24).  

Melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setiap daerah di 

Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya melalui PAD. 

Kemudian untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta 

mendukung kepastian berusaha bagi dunia usaha, Pemerintah juga mengeluarkan 

undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah sebagai 

sumber penerimaan utama PAD. Namun setelah 17 tahun berlangsung, capaian 

kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya 

melalui PAD ternyata ditemukan belum menggembirakan. Belum ada daerah yang  

persentasenya PAD terhadap pendapatan daerahnya di atas 70%, hanya 10 daerah 

yang persentsae PADnya lebih dari 10% (Alhusain et al., 2018:2).  

Dalam realita peran PAD di daerah-daerah di Indonesia masih relatif 

rendah. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah di tandai dengan 

tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah  menyebabkan 

rendahnya kontribusi PAD dibanding besarnya subsidi (grants) yang didrop dari 

pusat. Artinya masih lebih besar kontribusi dana perimbangan dan bagi hasil dari 
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pusat dibanding PAD (Kuncoro, 2015:8). Kondisi ini hampir terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia termasuk di daerah Kabupeten/Kota di Provinsi Aceh.  

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak 23 

daerah merupakan sejumlah daerah otonom di Indonesia yang diberi wewenang 

untuk mengatur dan menyelenggarakan semua urusan rumah tangganya di bidang 

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, peradilan, dan moneter. Tuntutan reformasi disegala bidang yang 

didukung oleh adanya peran serta dan patisipasi masyarakat dalam menyikapi  

berbagai permasalahan pembangunan di daerah selama beberapa tahun terakhir 

membawa dampak terhadap kesungguhan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh dalam menggali sumber PAD yang lebih optimal. Kebutuhan anggaran 

pembangunan yang terus meningkat juga menjadi beberapa alasan yang 

memotivasi kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

untuk menggali sumber PAD secara insentif. 

Kewenangan daerah Kabupaten/Kota untuk memungut PAD secara mandiri 

sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelum era desentralisasi fiskal berlangsung. 

Namun kebijakan pungutan PAD oleh daerah Kabupaten/Kota pada saat itu masih 

terhadang oleh berbagai masalah terutama belum adanya regulasi yang jelas 

mengenai aturan hukum pungutan PAD. Namun dengan di keluarkannya berbagai 

aturan hukum tentang pungutan PAD pasca desentralisasi fiscal serta lahirnya 

sejumlah Qanun yang menjadi dasar pelaksanaannya, maka membuat kewenangan 

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk memungut PAD semakin jelas 

arah dan sasaranya. Dengan cakupan pungutannya yang semakin luas serta objek-
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objek pungutan PAD yang terus berkembang di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 

membuat PAD menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang sangat 

potensial dalam mendukung penerimaan pemerintah disamping pos penerimaan dari 

Dana Perimbangan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 

 

Tabel 1.1 menjelaskan Kontribusi penerimaan PAD oleh daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh cenderung meningkat selama tahun 2015-2019 

sejalan dengan meningkatnya kontribusi PAD yang diterima oleh daerah tingkat I 

Provinsi Aceh, kecuali di daerah Kabupaten Bireun. Kontribusi penerimaan PAD 

di daerah Kabupaten Bireun selama tahun 2018-2019 cenderung memperlihatkan 
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penurunan. Tahun 2018 Kontribusi penerimaan PAD di Provinsi Aceh mengalami 

penurunan. Penurunan tersebut juga terjadi di sejumlah daerah Kabupaten/Kota. 

Setelah mengalami penurunan tahun 2018, Kontribusi penerimaan PAD oleh 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan kecuali 

Kontribusi penerimaan PAD di daerah Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, 

Kota Banda Aceh dan Kabupaten Nagan Raya. Kontribusi Penerimaan PAD oleh 

4 (empat) daerah  ini mengalami penurunan. Sebelumnya tahun 2016 Kontribusi 

PAD di Kabupaten Aceh Besar juga terjadi penurunan.  

Kemudian rata-rata kontribusi pungutan PAD di Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh selama tahun 2017-2019 masih relatif rendah dan berfluktuasi 

dengan tingkat persentase rata-rata mencapai 3,5% hingga 21,7%, artinya 

kontribusi PAD di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih relatif kecil 

sehingga penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan transfer pusat jauh 

lebih besar atau masih mendominasi kegiatan pemerintah Proinsi Aceh.  Peran 

PAD yang berada di bawah 50% sehingga daerah belum memperlihatkan 

kemandiriannya dan sangat tergantung dana dari pusat. Potensi PAD  belum 

tergali secara maksimal hal ini disebabkan kurang kepekaan daerah dalam 

menemukan keunggulan dan potensi asli daerah, lemahnya tata hukum dan 

administrasi pemerintah daerah,   kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi 

daerah yang masih rendah, lemahnya aparatur dan adanya kekhawatiran birokrasi 

dalam memperluas objek pajak dan retribusi daerah (Alhusain et al,. 2018:12). 

Akibatnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin kecil di 

banding sumber penerimaan dari dana perimbangan yang di berikan oleh pusat.  
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Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah jumlah pajak daerah 

dan retribusi daerah yang berperan dalam meningkatkan PAD. Pertumbuhan 

ekonomi daerah yang terus berkembang secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh selama tahun 2017-2019 sejalan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, pendapatan perkapita dan meningkatnya kegiatan perizinan dan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, membuat potensi 

penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan yang 

potensial yang terus meningkat dan memberi kontrubusi yang nyata terhadap 

punerimaan PAD di 23 daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam realita pemerintah 

daerah di 23 Kabupaten/Kota tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk 

menggali penerimaan pajak dan retribusi dalam meningkatkan penerimaan PAD.  

Pajak dan retribusi menjadi sumber PAD yang sangat potensial dalam 

menyumbang sisi penerimaan daerah. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan, Pajak 

Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara distribusi daerah adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh dengan berbagai bentuk dinamika kegiatan ekonomi yang berbeda-beda 

berdampak terhadap berbedanya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
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  Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak 

daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  lebih banyak memberikan peluang 

untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan penerimaan pajak 

daerah yang di pungut oleh pemerintah Provinsi.  Hal ini disebabkan pajak 

Kabupaten/Kota yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota jauh lebih luas 

cakupannya meliputi 11 jenis pajak sebagaimana yang telah di atur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah.   Sementara pajak provinsi yang ditetapkan dalam 

undang-undang tersebut hanya berjumlah sebanyak 5 jenis pajak. Beberapa 

bentuk pajak daerah yang telah dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan 

Jalan. Bahkan beberapa daerah Kabupaten /Kota juga memungut pajak Sarang 

Burung Walet dan pajak Parkir sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan pajak parkir 

adalah pajak yang langsung berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan 

ekonomi daerah. Perkembangan sektor pariwisata di beberapa daerah 

Kabupaten/Kota juga memberi dampak yang positif dalam pengembangan pajak 

ini (Anggoro 2017:5).  

  Disamping pajak daerah, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  

juga memiliki peluang yang lebih leluasa untuk meningkatkan PAD dari sumber 

pungutan retribusi daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang dikenakan 

pemerintah secara tidak langsung atas objek pajak, retribusi daerah dapat 

dikenakan secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota atas 
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pelaksanaan beberapa bentuk pelayanan publik dan perizinan di masing-masing 

daerahnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ada 3 

(tiga) bentuk retribusi daerah yang dapat dan telah dipungut oleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  antara lain 14 jenis pungutan yang 

termasuk dalam pos penerimaan retribusi Jasa Umum, 11 jenis pungutan yang 

termasuk dalam retribusi Jasa Usaha, dan 5 jenis pungutan yang termasuk dalam 

pos penerimaan retribusi Perizinan tertentu. Meningkatnya kegiatan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui sejumlah instansi 

pemerintah, proses perizinan usaha yang di berikan pemerintah daerah melalui 

sejumlah instansi pemerintah daerah di Kabupaten/Kota akan akan memberi 

peluang bagi meningkatnya pos retribusi daerah. 

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi 

Aceh tahun 2015-2019. 

2. Bagaimana retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 

tahun 2015-2019. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD di 

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.   

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 

di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019.   

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun 

praktisi ekonomi dalam menganalisis kontribusi pajak dan retribusi 

terhadap PAD. 

b. Penelitian diharapkan dapat memperkaya kazanah ilmu pengetahuan 

khususnya bidang akuntansi publik. 
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2. Manfaat Teoritis  

Berbagai manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:  

a. Penelitian dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam 

menginplementasi teori pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. 

b. Penelitian ini dapat melengkapi temuan empiris bagi pengembangan ilmu 

akuntansi publik serta dapat menjadi bahan refrensi bagi penelitian yang 

akan datang. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap PAD di Provinsi Aceh dengan periode waktu tahun 2015-2019.  
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 
2.1 Landasan Teoritis  

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak 

dan retribusi daerah, sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintah yang lebih 

tinggi, serta pinjaman pemerintah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna keperluan 

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (Yuliani, 2018:62)  

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) Pendapatan Asli Daerah 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. Pendapatan Asl Daerah dalam kerangka APBD merupakan elemen 

penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap 

alokasi sumber daya. Kemudian menurut Anggoro (2017:18) PAD adalah sebagai 

berikut: 

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah. 

Pendapatan ini sering sekali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu 

daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD 

yang tinggi. PAD yang tinggi memperkecil ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat. 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012; 101). Kemudian Darise 

10 11 
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(2014: 48) mengemukakan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD adalah : 

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli 

daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus 

ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi 

daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. 

 

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Ernayani (2017) merupakan salah 

satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan 

maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 

33 Tahun 2004 dalam Ernayani (2017) pendapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 Pendapatan asli daerah menurut Guritno dan Leny (2015) bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  

hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. 

Kemudian Yuliani (2018:62) PAD merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang penting bagi daerah. Bagi daerah yang berhasil meningkatkan 

PAD secara nyata, mengidentifikasikan bahwa daerag tersebut telah dapata 

memanfatakan potensi yang ada secara optimal. Kemudian PAD juga merupakan 

hal yang penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar 



3 
 

peran PAD  dalam APBD maka dapat disumpulkan bahwa peran pemerintah pusat 

dalam hal transfer dana ke daerah akan semakin kecil. 

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pemerintah 

daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD dan 

pendapatan lainnya yang sah yang seluruh objek dan subjek aktivitasnya berada 

dalam wilayah otonom pemerintah daerah dan menjadi wewenang bagi daerah ini 

untuk memungutnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah 

daerah.  

2.1.1.2 Pos-pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari BUMD 

dan pendapatan lainnya yang sah (Wulandari dan Emy, 2018:24). Amelia (2015) 

menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:  

1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.  

2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan.  

3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil 

penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.  

4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak 

termasuk pada kelompok di atas.  

 

Sumber-sumber PAD menurut Sudaryo et.al (2017) dterdiri dari: 

1) Hasil pajak daerah; 

2) Hasil retribusi daerah; 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
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4) Lain-lain PAD yang sah; 

Kemudian Menurut pasal 26 Permendagri  No.13 Tahun 2006 Pendapatan 

Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan 

aset daerah dan jasa giro) 

Merujuk Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daeha mengatakan PAD juga terdiri atas: 

1) Pajak daerah; 

2) Retribusi daerah; 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan 

Modal; 

4) Zakat, dan; 

5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Daerah yang 

disebutkan dalam undang-undang otonomi daerah tersebut meliputi sumber 

utama. Pertama : pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber 

terbesar yang kedua setelah penerimaan lain-lain yang digunakan untuk 

membangun daerah.  
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2.1.2 Pajak Daerah 

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatakan Pajak Daerah adalah: “kontribusi 

wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat.  

Menurut Sugianto (2012:28) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat 

dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas dalam 

administrasi yang di kuasai pemerintah daerah. 

Menurut Anggoro (2017:18) pajak daerah yaitu pajak-pajak yang 

ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak 

(wajib pajak) tidak menerima imbalan   secara langsung dari pemerintah daerah. 

Pajak daerah terdiri dari pajak kenderaan beritir, pajak iklan, pajak huburan, pajak 

rumah makan dan restoran  dan sebagainya. 

Pajak daerah menurut Ismail (2018:288) adalah pungutan yang dapat 

dipaksakan oleh pemerintah daerah yang penggunaannya di prioritaskan untuk 

memberikan pelayanan kepada pajak itu sendiri.  Kemudian Pajak Daerah 

menurut Resmi (2014:7), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya 
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Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Pengertian Pajak Daerah menurut Alhusain et al., (2018:20) bahwa “Pajak 

Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 

membiaya kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Kemudian 

Pajak Daerah menurut Rahardjo (2015:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban 

penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah 

disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum” 

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah 

merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, 

pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain 

pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan 

pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat 

Ciri-ciri pajak daerah menurut Anggoro (2017:47) antara lain : 

1. Diserahkan oleh negara kepada daerah sebagai sumber penerimaan 

daerah 

2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang 

3. Dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau 

peraturan hukum lainnya. 

4. Hasil pungutan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

urusan-urusan rumah tangga daerah/ badan hukum publik. 
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2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pemerintah daerah terus terinovasi untuk mengembangkan sumber 

pendapatan yang optimal dari pajak daerah. Sehingga ada banyak jenis pajak 

daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam menunjang PAD. 

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengklasifikasi jenis-

jenis pajak daerah yang berlaku di daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia terdiri 

dari : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 
 

Sebagai salah satu bagian dari continuous improvement, maka Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya 

memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu: pertama Penyempurnaan sistem 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kedua adalah pemberian 

kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah, serta 

yang ketiga peningkatan efektifitas pengawasan. Secara garis besar Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur adanya penambahan 4 (empat) jenis 

pajak baru di tingkat kabupaten/kota yang meliputi: 1. Pajak Air Tanah; 2. Pajak 

Sarang Burung Walet; 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

dan 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan 
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4 (empat) jenis pajak ini berarti secara keseluruhan menjadi 16 jenis pajak daerah 

yang terdiri 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Sementara 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ruang lingkupnya di persempit 

menjadi  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, 

fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 

disediakan atau dikelola hotel 

Pajak ini dikatagorikan sebagai pajak tidak langsung, karena pajak ini 

dapat dilimpahkan kewajibannya kepada pihak lain oleh pemilik yaitu terhadap 

pembebanan atas tarif hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi 

orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. Kriteria objek pajak hotel menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 adalah : 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah; 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 
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Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sebagaimana halnya 

pajak hotel, pajak restoran ini juga dikatagorikan sebagai pajak tidak langsung, 

karena kewajibannya dapat dilimpahkan oleh pemilik restoran kepada pihak lain 

yaitu konsumen yang memanfaatkan pelayanan restoran melalui pembebanan atas 

tarif restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran.  

Menurut Pasal 37 Undang-undang 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam 

objek pajak restoran adalah “pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan 

tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat 

lain”.  

Sementara yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 Undang-undang 28 Tahun 2009 adalah:  

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau 

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 

pelayanan maupun di tempat lain. 

2. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai 

penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan 

secara tidak langsung dimana yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang memanfaatkan atau menikmati hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan 

nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 
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dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 

Menurut Pasal 42 Undang-undang 28 Tahun 2009 yang termasuk Objek Pajak 

Hiburan adalah “jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran”. 

Hiburan tersebut dapat berupa  : 

1. tontonan film,  

2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 

3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

4. pameran; 

5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

6. sirkus, akrobat, dan sulap; 

7. permainan bilyar, golf, dan boling; 

8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 

10. pertandingan olahraga. 

 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dikenakan 

kepada objek pajak badan yang menyelenggarakan kegiatan promosi produk. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 

atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dilakukan oleh Pemerintah.  

Menurut Pasal 47 Undang-undang 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam 

objek pajak reklame adalah ”Objek Pajak Reklame adalah semua 

penyelenggaraan”. Objek pajak tersebut meliputi: 

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan 

2. sejenisnya; 

3. Reklame kain; 

4. Reklame melekat, stiker; 
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5. Reklame selebaran; 

6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

7. Reklame udara; 

8. Reklame apung; 

9. Reklame suara; 

10. Reklame film/slide; dan 

11. Reklame peragaan. 

 

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan terhadap pengguna 

tenaga listrik yang nantinya PLN membebankan pajak ini kepada pemerintah 

daerah sebagai pihak yang akan membayar rekening listrik penerangan jalan. 

Objek pajak penerangan jalan menurut Pasal 52 Undang-undang 28 Tahun 2009 

adalah “penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari sumber lain”. Pajak penerangan jalan yang dikecualikan menurut 

Pasal 52 Undang-undang 28 Tahun 2009 adalah: 

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional 

dengan asas timbal balik; 

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan 

4. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran.  Menurut Pasal 62 Undang-undang 28 Tahun 

2009, objek pajak parkir adalah “ penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
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disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Sementara yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah : 

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, 

dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik; 

3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan 

Daerah. 

 

 Selain itu 4 (empat) jenis pajak baru di tingkat kabupaten/kota yang di tambah 

oleh pemerintah meliputi: 1. Pajak Air Tanah; 2. Pajak Sarang Burung Walet; 3. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 4. Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan juga menjadi bagian yang semakin penting dalam 

meningkatkan penerimaan PAD kabupaten/kota.  

 Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Air Tanah 

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah”. Objek Pajak Air Tanah menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 28 tahun 

2009 adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

 Ada bebrapa jenis pajak baru yang telah di pungut oleh daerah 

kabupaten/Kota di Indonesia sebagai pajak tambahan yang kemudian dijadikan 

sebagai pajak baru yaitu pajak burung walet. Menurut Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet 

adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet Burung Walet 

adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 

collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.  
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Yang terakhir jenis pajak baru yang potensial di pungut oleh daerah 

kabupaten kota adalah tingkat II bagi  adalah pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Undng-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman 

dan/atau laut. Pajak daerah merupakan bagian dari sistem perpajakan nasional, 

yang pada dasarnya merupakan iuran yang terhutang dan harus dibayar oleh wajib 

pajak kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah untuk mengaturnya sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku.  Penjelasan Umum menjelaskan 

meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan 

dalam undang-undang ini, Daerah Provinsi diberi peluang dalam menggali potensi 

sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat. Sementara untuk penjelasan ayat (2) juga dijelaskan jenis-jenis 

pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun 

demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat memungut salah satu atau beberapa jenis 

pajak yang telah ditetapkan, ataupun tidak memungut apabila potensi pajak di 

Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai. 
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2.1.3 Retribusi Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 

Tentang Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan 

Menurut Anggoro (2017:19) restribusi daerah yaitu pungutan yang 

dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu 

yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga dituangkan dalam 

peraturan daerah.  Seperti restribusi parker, restribusi pasar, restribusi terminal 

dan sebagainya. Kemudian Alhusain et al,. (2018:22) menyatakan retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena 

mendapatkan jasa pekerjaan, usaha, atau jasa milik daerah bagi yang 

berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Ismail (2018:43) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan yang selalu 

dikaitkan dengan adanya imbalan dan kontra prestasi langsung dari pemerintah 

daerah. Jika pajak daerah kontribunya untuk masyarakat luas atau untuk sektor 

pajak yang bersangkutan namun retribusi daerah kontra prestasinya langusng 

kepada pembayar retribusi. Lebih jelas Soemarso (2012:3)  menjelaskan tentang 

retribusi adalah sebagai berikut: 

Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Dalam retribusi hubungan 

antara pembayaran dengan prestasi kembali bersifat langsung. Retribusi 
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memang dimaksudkan untuk memperoleh prestasi yang bersangkutan. 

Sifat paksaan dalam retibusi hanya mencakup pihak yang mengharapkan 

prestasi tadi. Kepada mereka yang tidak mendapatkan prestasi tidak dapat 

di pungut retribusi. 

 

Sugianto (2012:28) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan usaha. Retribusi daerah menurut Mahpudin et al., (2020:61) adalah 

pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang 

diterima langsung  atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak 

daerah yang tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi daerah hanya dapat 

dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung 

kepada masyarakat atau memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.  

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 ada 

tiga golongan retribusi daerah antara lain : 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Ketiga golongan retribusi ini menjadi objek dari penerimaan retribusi 

daerah yang dikelola langsung oleh masing-masing istansi pemerintah daerah. 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah untuk kepentingan umum dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau badan. Retribusi jasa usaha dan perizinan merupakan retribusi yang 
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disediakan atau diberikan untuk kepentingan khusus baik yang dimanfaatkan oleh 

orang pribadi maupun badan usaha.   

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi disesuaikan 

dengan kapasitas pelayanan yang digunakan serta tarif yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Walaupun jasa yang diberikan oleh pemerintah memang bersifat 

monopoli, namun orientasi harga dari pengutan retribusi ditetapkan berdasarkan 

azas-azas kemakmuran rakyat, sosial dan perkembangan struktur ekonomi daerah. 

Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah 

menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat dan aspek keadilan, terdiri dari : 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

4. Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

7. Retribusi Pelayanan Pasar; 

8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

11. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

14. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

16.  Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut 

apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan 

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 
 

2. Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan secara layak, terdiri dari : 
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1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3. Retribusi Tempat Pelelangan; 

4. Retribusi Terminal; 

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 

3. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup 

sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan, terdiri dari : 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

3. Retribusi Izin Gangguan; 

4. Retribusi Izin Trayek; dan 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

 

Dengan demikian penetapan besar untuk tarif retribusi daerah sangat 

ditentukan oleh jenis retribusi yang dipungut dan pada hakekatnya biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk pelayanan jasa menjadi dasar dari penetapan tarif secara 

umum. Dengan tarif ini, pemerintah daerah dapat menutupi segala bentuk biaya 

yang telah dikeluarkannya untuk penyediaan fasiltas retribusi atau tarif  dapat 

mengalami kenaikan jika pemerintah daerah menambah tingkat ekspektasi 

keuntungan yang diharapkan. 
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2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya 

  Penelitian Pareang dan Yudea (2016) Analisis Kontribusi Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan 

(Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan). Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Balikpapan secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang 

sangat baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,2%. Berbanding terbalik 

dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah justru memberikan kontribusi yang 

kurang bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, yaitu sebesar 13,4%.  

Penelitian Setiono (2018) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil 

penelitian menjelaskan pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi selama 

tahun 2013-2016 sebesar 83,49%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 

sebesar 85,24%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 82,51%. 

Selama tahun 2013- 2015 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dengan 

tingkat kenaikan rata-rata 1,34% dan pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah 

turun sebesar 2,73%. Retribusi daerah rata-rata memberikan kontribusi selama 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,98%. Kontribusi tertinggi terjadi 

pada tahun 2013 sebesar 1,33%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi pada 

tahun 2016 sebesar 0,73%. Selama tahun 2013- 2016 Kontribusi retribusi daerah 

sebagai salah satu sumber PAD terus mengalami penurunan dengan rata–rata 

tingkat sebesar 0,20%.  
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Ifa (2017) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember.  Sementara pajak 

penerangan jalan memberi kontribusi terbesar terhadap PAD, pajak pengambilan 

bahan galian gol C memberi kontribusi terendah. Retribusi pelayanan kesehatan 

memberi kontribusi tertinggi terhadap PAD. Sementara retribusi ijin pengelolaan 

pertambangan dan energy memberi kontribusi terendah. Pajak parkir adalah jenis 

pajak yang sangat efektif di pungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan pajak air 

tanah adalah pajak yang tidak efektif. Retribusi pemakaian kendaraan daerah 

adalah retribusi daerah yang tergolong efektif di pungut oleh pemerintah. 

Sementara retribusi sewa rumah dinas adalah retribusi yang tidak efektif.  

Riftiasari (2018) Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil 

penelitian menjelaskan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) selama tahun 2012- 2016 memberikan kontribusi yang tinggi dengan 

persentase rata-rata sebesar 84,74%. Selama kontribusi Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut memberikan kontribusi 

yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase 

rata-rata sebesar 2,86%.  

  Himmawan dan Djoko (2014) Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi 

Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta). Hasil penelitian menjelaskan dalam 

periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih 
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optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. 

Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota 

Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Hasil penelitian 

sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

No Judul dan Penulis Metode Hasil  Persamaan Perbedaan 

1 Analisis 
Kontribusi Pajak 
Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
(Pareang dan 
Yudea, 2016) 

- Deskriptif 
kuantitatif  

- Kontribusi Pajak Daerah 
terhadap Pendapatan Asli 
Daerah secara keseluruhan 
sudah memberikan tingkat 
kontribusi yang sangat baik 
dengan rata-rata kontribusi 
sebesar 73,2%. Sementara 
Retribusi Daerah justru 
memberikan kontribusi yang 
masih kurang yaitu sebesar 
13,4%. 

- Metode 
penelitian 

- Objek 
penelitian  

- Periode 
waktu  
 

2 Kontribusi Pajak 
Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah di Provinsi 
Jawa Timur 
(Setiono, 2018). 

- Deskriptif 
kuantitatif 

- Hasil penelitian menjelaskan 
pajak daerah rata-rata 
memberikan kontribusi 
terhadap PAD sebesar 
83,49%. Sementara retribusi 
daerah rata-rata sebesar 
0,98%. 

- Metode 
penelitian 

- Objek 
penelitian  

- Periode 
waktu  
 

3 Kontribusi Pajak 
Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Di 
Kabupaten 
Jember.   
(Ifa, 2017) 

- Deskriptif 
kuantitatif 

- Pajak penerangan jalan 
memberi kontribusi terbesar 
terhadap pajak daerah. Pajak 
pengambilan bahan galian 
gol C tmemberi kontribusi 
erendah. Retribusi tertinggi 
terjadi pada retribusi 
pelayanan kesehatan 
sedangkan kontribusi 
terendah pada retribusi ijin 
pengelolaan pertambangan 
dan energy 

- Metode 
penelitian 

- Objek 
penelitian  

- Periode 
waktu  

-  
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Lanjutan Tabel 2.1 

 

-  

4 Analisa Kontribusi 
Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi 
DKI Jakarta 
(Riftiasari, 2018) 
 

- Deskriptif 
kuantitatif 

Pajak daerah memberikan 

kontribusi yang tinggi 

terhadap PAD) dengan 

persentase rata-rata 84,74%. 

Sementara kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap 

PAD hanya 2,86%. 

- Metode 
penelitian 

- Objek 
penelitian  

- Periode 
waktu  

-  

5 Kontribusi Pajak 
Daerah Dan 
Retribusi Daerah 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah Dan 
Anggaran 
Pendapatan Dan 
Belanja Daerah 
Guna Mendukung 
Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 
(Studi Komparasi 
Pemerintah Kota 
Semarang dan 
Surakarta) 
(Himmawan et al, 
2014) 

- Deskriptif 
kuantitatif 

Kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD lebih optimal 

di Kota Semarang dengan 

rata-rata kontribusi 52,73%. 

Sedangkan kontribusi 

retribusi daerah terhadap 

PAD lebih optimal di Kota 

Surakarta dengan rata-rata 

37,25% per. 

- Metode 
penelitian 

- Objek 
penelitian  

- Periode 
waktu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya tersebut di atas, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  

Sumber : Dikembangkan berdasarkan penelitian Pareang (2016). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah masalah yang terkait dengan keputusan 

mengenai tujuan penelitian, lokasi dilaksanakannya penelitian, jenis penelitian 

yang sesuai dan sejauh mana dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, aspek 

temporal (horizon waktu), dan tingkat di mana data akan dianalisis (unit analisis). 

(Sekaran, 2011: 117-118) 

3.1.1  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara deskriptif kuantitatif 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota 

Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 

3.1.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi 

terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi 

pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi 

dalam bentuk laporan secara lugas (Arikunto, 2013: 3). Ditinjau dari jenis data 

yang digunakan maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitaif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

33 
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kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2013: 12). 

 

3.1.3 Horizon Waktu 

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah data time series. 

Time series adalah merupakan data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke 

waktu atau periode secara historis. (Sekaran, 2011:180). Penelitian menggunakan 

data dokumentasi Laporan Realisasi yang tersedia Pada Website Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Tahun 2015-2019. 

3.1.4 Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 

tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2011:173). Pernyataan masalah 

dilakukan dapat berfokus pada perilaku organisasi. Dengan demikian unit analisis 

dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah dan PAD tahun 

2015-2019. 

 

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada 

(Sekaran 2011: 60). Data sekunder diperoleh dari laporan publikasi keuangan 

daerah pada Website DJPK dengan Teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dokumentasi berupa data tahunan pajak daerah, retribusi 

daerah dan PAD selama tahun 2015-2019.  
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3.3  Teknik Analisis Data  

Data   yang   terkumpul   dianalisis   secara   deskriptif  kuantitatif. Analisis 

kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau 

meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel 

penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, 

diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan 

documenter (Bungin, 2020: 48). Dengan demikian penelitian ini menggambarkan, 

menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena tentang 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Aceh tahun 

2015-2019. Pengambilan keputusan analisis di lakukan dengan menggunakan 

rasio kontribusi pajak dan retribusi daerah menurut Pareang (2016) adalah sebagai 

berikut: 

     Realisasi Pajak Daerah 

    Realisasi PAD  

                

            Realisasi Retribusi Daerah  

           Realisasi PAD  

Menurut Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM 1991 dalam Pareang (2016) 

penilaian tingkat kontribusi adalah sebagai berikut :  

No Persentase  Kriteria 

1 0,00 % - 10 % Sangat kurang 

2 10,10 % - 20 %  Kurang 

3 20,10 % - 30 %  Sedang 

4 30,10 % - 40 %  Cukup baik 

5 40,10 % - 50 %  Baik 

6 Diatas 50 %  Sangat baik 

 

    X100%  

 

Kontribusi Pajak Daerah =  

 

    X100%  

 

Kontribusi Retribusi Daerah =  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh  

Provinsi Aceh  merupakan salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang 

terletak di ujung Barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 56.758,85 km2 atau 

5.675.850 Ha. Wilayah Provinsi Aceh membentang dari Kabupaten Aceh Teming 

dan Kabupaten Aceh Singkil yang berada di bujur utara dan berbatasan dengan 

Sumatera Utara hingga ke Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan 

perairan Pulo Rondo di Kepulauan Kota Sabang. Di sebelah timur, Provinsi Aceh 

berbatasan dengan Selat Malaka yang berada di perairan Kota Loksemawe dan 

membentang hingga ke Samudra Hinda yang berada di sebelah barat perairan 

Pulau Simeulu.  

 Secara administratif pada tahun 2021, Provinsi Aceh memiliki 23 

kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 

mukim dan 6.423 gampong atau desa  dengan jumlah penduduk tahun 2021 

sebanyak 5,48 juta jiwa. Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga 

bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen 

dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 

persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian 

Tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah 

dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh serta 

kepulauan Simeulu dan Sabang.  
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 Kepala Daerah yang untuk daerah provinsi disebut gubernur,  dan untuk 

daerah kabupaten/Kota disebut bupati dan walikota merupakan unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah tertinggi yang memimpin pelaksanaan 

urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan DPRD.  

Kepala Daerah dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah otonomi juga 

memegang posisi kendali yang cukup besar dan signifikan saat ini sejalan dengan 

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah 

memperluas tugas-tugas Kepala Daerah sebagai administrator pemerintah daerah, 

administrator pembangunan daerah dan administrator kemasyarakatan sehingga 

kondisi tersebut membuat Kepala Daerah dengan sejumlah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah kewenangnya membutuhkan 

anggaran belanja yang lebih maksimal yang di peroleh dari sumber pendapatan 

daerah baik dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, maupun dari 

pendapatan Asli Daerah.  

 

4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah adalah jumlah penerimaan uang yang di terima 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  

melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan uang akan menambah ekuitas 

dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah di Provinsi Aceh meliputi 
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daerah Kabupaten/Kota yang membawahinya berasal dari sumber penerimaan 

pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah 

yang sah.   

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal dan menyeluruh 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di pungut oleh pemerintah Daerah dari pos pajak daerah, retribusi 

daerah, dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.   

Sementara Dana Perimbangan, yaitu dana yang diberikan pemerintah 

pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini diberikan pemerintah pusat 

kepada daerah berdasarkan usulan program kegiatan daerah dalam mendanai 

kebutuhan pembangunan daerah baik dalam bidang infrastruktur maupun bukan 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Disamping DAU dan DAK, Dana 

Perimbangan juga diberikan pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan 

bukan pajak. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah 

berdasarkan tingkat persentase tertentu dari jumlah pajak yang di pungut di daerah 
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yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan, Pemerintah 

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga memiliki 

sumber penerimaan pendapatan lainnya yang sah seperti hibah, dana darurat yang 

diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan bencana 

alam, serta bagian dari bagi hasil yang di berikan pemerintah provinsi atas 

pengelolaan kekayaan daerah. Selain sumber penerimaan tersebut Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  juga menerima dana penyesuaian dan 

otonomi khusus dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan dari pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang juga di catat 

dalam pendapatan lainnya yang sah. Sumber Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh 

berdasarkan daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Daerah di Provinsi Aceh 

Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar 

Rupiah) 
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Tabel 4.1 menjelaskan ada 3 (tiga) sumber penerimaan pendapatan daerah 

di Provinsi Aceh yaitu dari sumber penerimaan pendapatan Asli Daerah, dana 

perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ke tiga sumber 

penerimaan pendapatan daerah tersebut dana perimbangan yang di terima dari 

pemerintah pusat menjadi sumber penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi Aceh untuk membiayai 

pembangunan daerah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa ketergantungan dana 

pembangunan daerah Kabupaten/Kota maupun Daerah Provinsi Aceh terhadap 

pemerintah pusat masih sangat besar. Daerah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten 

Aceh Utara, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie menjadi daerah dengan 

sumber penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat terbesar di banding 

daerah lainnya dengan jumlah rata-rata lebih dari 1 triliun rupiah dalam setiap 

tahun. Sementara Kota Sabang dan Kota Subulussalam menjadi daerah yang 

mendapatkan alokasi dana perimbangan terkecil dari pemerintah pusat. 

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menjadi sumber 

penerimaan pendapatan daerah yang terbesar setelah dana perimbangan. Pos 

penerimaan ini terutama didominasi oleh sumber penerimaan dari dana 

penyesuian dan otonomi khusus yang juga diberikan oleh pemerintah pusat. 

Kondisi ini membuat ketergantungan pemerintah daerah baik pemerintah 

Kabupaten/Kota maupun Provinsi masih sangat besar.  Dana Penyesuaian dan 

otonomi daerah ini di berikan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk 

membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan 

membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Masing-masing 
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daerah dapat memperoleh dana penyesuian dan otonomi khusus ini dalam jumlah 

yang berbeda-beda setiap tahun dapat lebih besar atau lebih rendah dari daerah 

lainnya.   

Sementara sumber penerimaan dari PAD merupakan sumber penerimaan 

terendah di banding dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah Kabupaten/Kota 

maupun pemerintah Provinsi sesungguhnya merupakan bentuk pelaksanaan 

desentralisasi fiskal secara utuh tanpa adanya campur tangan dan hubungan 

dengan pemerintah pusat. Kewenangan ini juga jauh telah dilaksanakan sebelum 

Otonomi Daerah dilaksanakan. Hanya saja dengan keluarnya berbagai bentuk 

regulasi dalam pemungutan PAD setelah era reformasi dan desentralisasi fiscal 

membuat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi di Proinsi 

Aceh mendapat kewenangan yang lebih besar dan luas untuk memungut sumber-

sumber PAD. Kondisi ini juga di respon secara sungguh-sungguh oleh pemerintah 

daerah.   

Dari 23 Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi daerah otonom di Provinsi 

Aceh dan melaksanakan pemungutan PAD dari berbagai sumber penerimaan,  

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh menjadi daerah 

dengan sumber penerimaan PAD terbesar. Sementara Kabupaten Aceh Singkil, 

Gayo Lues dan Kota Subulussalam menjadi daerah dengan dengan sumber 

penerimaan PAD terendah. Rendahnya aktifitas ekonomi di daerah ini membuat 

jumlah pungutan PAD relatif rendah. Namun kesungguhan pemerintah 

Kabupaten/ Kota dalam memungut PAD membuat sumber penerimaan PAD di 23 
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Daerah Kabupaten/Kota cendrung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2018 

realisasi penerimaan PAD di daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan. 

Bahkan penurunan PAD di Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kota Banda 

Aceh dan Kabupaten Nagan Raya terjadi hingga tahun 2019. Namun penurunan 

PAD sejak tahun 2018 ternyata tidak terjadi dan mempengaruhi penerimaan PAD 

di Daerah Tingkat I Provinsi Aceh.  

4.3 Sumber-sumber Penerimaan PAD 

  Salah satu tujuan yang hendak di capai dari pelaksanaan otonomi daerah 

adalah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, mampu 

melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri 

dengan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberikannya Dana Alokasi Khusus, Dana 

Alokasi Umum dan dana penyesuaian untuk Daerah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi Aceh bukan bermaksud menciptakan 

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, namun merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah pusat untuk menstimulus pengembangan ekonomi daerah 

melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah yang lebih bernilai tinggi yang 

nantinya dapat menghasilkan sumber-sumber penerimaan PAD dari berbagai pos 

penerimaan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah maupun dari lain-lain PAD yang sah.  

  Walaupun ke 4 (empat) sumber penerimaan ini telah di pungut oleh 

pemerintah daerah di Provinsi Aceh sebelum otonomi daerah di laksanakan di 

Indonesia atau sejak masa orde baru, namun setelah otonomi daerah dilaksanakan 
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pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih kreatif dan 

leluasa dalam mengembangkan objek-objek pungutan PAD yang menjadi 

kewenangan daerah dari berbagai aktivitas ekonomi. Sumber-sumber Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat 

pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2 menjelaskan ada 4 (empat) sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diterima daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yaitu dari 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  

serta dari lain-lain PAD yang sah. Penggalian dan pemungutan sumber PAD 

tersebut merupakan salah satu wewenang Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Tabel 4.2 Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah ) 
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Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten/ Kota untuk memasukkan uang ke kas 

daerah. Kebijakan penerimaan sumber PAD tersebut dilakukan berdasarkan 

mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan Peraturan Daerah.   

Dari 4 (empat) sumber penerimaan PAD tersebut, penerimaan PAD yang 

bersumber dari lain-lain PAD yang sah menjadi sumber penerimaan terbesar yang 

diterima oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di daerah Kabupaten 

Aceh Besar dan Provinsi Aceh, sumber penerimaan PAD lebih di dominasi oleh 

pajak daerah. Sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berasal dari penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro,  serta dari pendapatan bunga. 

Dari 4 (empat) sumber penerimaan PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh, pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang 

cendrung meningkat setiap tahunnya di banding sumber-sumber penerimaan 

lainnya yang sangat berluktuasi, kecuali di Kabupaten Gayo Luwes. Penerimaan 

PAD dari 4 (empat) sumber penerimaan di Kabupaten Gayo Luwes relatif 

meningkat setiap tahunnya. Namun nilai sumber PAD yang diterima kabupaten 

ini masih relatif kecil di banding daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi 

Aceh. Sedangkan sumber penerimaan PAD di Kota Sabang cendrung menunjukkan 

penurunan selama tahun 2016-2019. 

Kemudian daerah Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki sumber 

penerimaan PAD terkecil adalah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota 

Subulussalam, bahkan Kabupaten Aceh Singkil menjadi kabupaten dengan sumber 
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penerimaan PAD terkecil di Provinsi Aceh. Sementara Kota Banda Aceh, Kabupaten 

Pidie dan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan sumber penerimaan PAD 

terbesar di Provinsi Aceh.  

 

4.4 Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah  

  Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang dipungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

(DPKKD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh untuk memasukkan uang ke kas 

daerah. Pajak ini merupakan iuran yang wajib disetor oleh orang pribadi atau 

badan usaha kepada daerah berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

maka pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh terdiri dari sebagai berikut: 

1. Pajak daerah yang dipungut dan menjadi wewenang pemerintah Provinsi 

yaitu : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4. Pajak Air Permukaan; dan 

5. Pajak Rokok 

 

2. Pajak daerah yang dipungut dan menjadi wewenang pemerintah 

Kabupaten/Kota yaitu : 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 
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6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

  

 Masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dapat 

memungut seluruh atau sebahagian dari pajak daerah sesuai dengan potensi 

ekonomi, sumber daya alam, sarana dan prasarana serta aktivitas seni dan hiburan. 

  Sebelum otonomi daerah, melalui undang-undamg Nomor 18 Tahun 1997 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya diberikan 

kewenangan memungut sejumlah besar dari pajak daerah yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun pajak daerah yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah sebelum otonomi daerah adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari : 

1. Pajak Kendaraan bermotor; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 

2. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari : 

1. Pajak Hotel dan Restoran; 

2. Pajak Hiburan; 

3. Pajak Reklame; 

4. Pajak Penerangan Jalan; 

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; 

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

  

 Dengan demikian kewenangan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah 

Daerah di Provinsi Aceh telah dilaksanakan jauh sebelum otonomi daerah di 

berlakukan, hanya saja kewenangan yang diberikan pasca otonomi lebih dapat 
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memberikan kepastian usaha bagi pemerintah dalam memungut pajak daerah. 

Kemudian perkembangan ekonomi pasca otonomi daerah terutama akibat adanya 

dana perimbangan yang lebih besar serta dana otonomi khusus membuat manfaat 

yang diperoleh pemerintah dari pemungutan pajak daerah jauh lebih besar dari 

biaya pemungutan yang dikeluarkan. 

  Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh dengan karakteristik struktur 

sosial ekonomi masyarakat terdapat berbagai bentuk usaha masyarakat dan dunia 

usaha yang menjadi objek dari pajak daerah seperti rumah makan, restaurant, 

kafe, rumah penginapan, bungalow, losmen,  dan tempat-tempat tontonan 

pegelaran kesenian dan olah raga yang menjadi jasa akomodasi, rekreasi dan 

hiburan bagi masyarakat dan dunia usaha, semua ini dikenakan pajak daerah oleh 

pemerintah daerah. Kemudian adanya pemasangan lampu jalan oleh PT. PLN di 

sepanjang jalan perkotaan serta adanya lokasi periklanan (Baliho dan Spanduk) 

yang terdapat di persimpangan jalan Kota juga menjadi objek dari pajak daerah 

yang di pungut oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Bagi Daerah Kabupaten yang 

memiliki sumber daya bahan galian golongan c juga dapat memungut Pajak ini 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semakin banyak dan besar objek-objek  

pajak ini maka akan semakin besar pajak daerah yang di pungut dan memberikan 

kontribui bagi PAD. Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD 

dapat dilihat pada Tabel 4.3.   
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Keterangan :  

1. Kontribusi Pajak daerah tertinggi  terjadi pada tahun 2019 tepatnya 

di  Kabupaten Aceh Besar sebesar 52.06%. 

2. Kontribusi Pajak daerah tertinggi  terjadi pada tahun 2018 tepatnya 

di  Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 51.60% 

3. Kontribusi Pajak daerah tertinggi  terjadi pada tahun 2017 tepatnya 

di  Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 44.20% 

4. Kontribusi Pajak daerah tertinggi  terjadi pada tahun 2016 tepatnya 

di  Kabupaten/Kota Lhokseumawe sebesar 43.51% 

5. Kontribusi Pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 tepatnya 

di  Kabupaten Aceh Besar sebesar 37.91% 

1. Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2019 tepatnya 

di Kabupaten Bener Meriah sebesar 5.88% 

2. Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2018 tepatnya 

di Kabupaten Bener Meriah sebesar 6.14% 

3. Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2017 tepatnya 

di Kabupaten Bener Meriah sebesar 6.75% 

4. Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2016 tepatnya 

di Kabupaten Aceh Utara sebesar 5.58% 

5. Kontribusi Pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2015 tepatnya 

di Kabupaten Bener Meriah sebesar 5.55% 
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Tabel 4.3 menjelaskan walaupun ada beberapa daerah Kabupaten/Kota 

yang mengalami penurunan sumber penerimaan pajak daerah selama tahun 2015-

2019, namun secara keseluruhan pungutan pajak daerah di sejumlah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh cendrung meningkat. Kenaikan dan penurunan 

sumber penerimaan pajak daerah di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan 

sangat menentukan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Kemudian 

kenaikan PAD yang jauh lebih besar dari kenaikan pajak daerah juga 

mengidentifikasi adanya kontribusi sumber penerimaan lainnya yang lebih besar 

terhadap PAD sehingga membuat kontribusi pajak daerah cendrung menurun atau 

sebaliknya.  

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan kontribusi pajak daerah di daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 berkisar antara 5,55% 

hingga 52,06%. Kontribusi pajak daerah tertinggi  terjadi pada tahun 2019 

tepatnya di Kabupaten Aceh Besar dan kontribusi pajak daerah terendah terjadi 

pada tahun 2015 tepatnya di Kabupaten Bener Meriah.  

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2019 rata-rata berkisar 16,19% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut relatif meningkat di 

banding tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2018. Kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat 

kontribusi sebesar 5,88%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi 

terjadi di Kabupaten Aceh Besar dengan tingkat kontribusi sebesar 52,06%.  
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Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2018 rata-rata berkisar 15,16% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit menurun di 

banding tingkat kontribusi pajak daerah tahun 2017. Kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat 

kontribusi sebesar 6,14%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi 

terjadi di Kota Lhokseumawe dengan tingkat kontribusi sebesar 51,60%.  

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2017 rata-rata sebesar 15,20% atau atau masuk dalam 

kategori kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit 

meningkat di banding tahun 2016. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

terendah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 

6,75%. Sementara tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kota 

Lhokseumawe dengan tingkat kontribusi pajak daerah sebesar 44,20%. 

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2016 rata-rata sebesar 14,25% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi pajak daerah tahun tersebut sedikit meningkat di 

banding tahun 2015. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di 

Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat kontribusi sebesar 5,58%. Sementara 

tingkat kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe dengan 

tingkat kontribusi sebesar 43,51%. 

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2015 rata-rata sebesar 13,10% atau masuk dalam kategori 
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kurang baik. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten 

Bener Meriah dengan tingkat kontribusi sebesar 5,55%.  Sementara tingkat 

kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan tingkat 

kontribusi sebesar 37,91%. 

 

4.5 Kontribusi Sumber Penerimaan Retribusi Daerah 

  Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang atau badan di daerah Kabupaten/Kota. Jasa yang 

disediakan pemerintah daerah di seluruh daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan 

pelayanan yang menyebabkan adanya manfaat yang dirasakan masyarakat 

maupun dunia usaha.  

  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ada tiga golongan retribusi daerah yang dapat di 

pungut oleh Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas 

jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi 14 bentuk 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan 

retribusi jasa umum ini antara lain: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
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5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

6. Retribusi Pelayanan Pasar; 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

  

 Kemudian Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah 

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 memberi 11 bentuk kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan retribusi jasa usaha ini antara lain: 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3. Retribusi Tempat Pelelangan; 

4. Retribusi Terminal; 

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

 

 Sementara Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 

Badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 
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guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi 5 bentuk kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan retribusi perizinan ini 

antara lain: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

3. Retribusi Izin Gangguan; 

4. Retribusi Izin Trayek; dan 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

  

 Sebagaimana dengan kewenangan pemungutan pajak daerah, pungutan  

beberapa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu 

telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Aceh jauh sebelum 

otonomi daerah di berlakukan, hanya saja kewenangan yang diberikan pasca 

otonomi lebih dapat memberikan kepastian usaha bagi pemerintah dalam 

memungut retribusi daerah. Kemudian semakin baiknya pengawasan dan 

penatausahaan retribusi daerah melalui sejumlah organisasi pemerintah daerah 

pasca otonomi juga membuat pelaksanaan pungutan retribusi jauh lebih efektif.  

 Berbeda halnya dengan pajak daerah, karena pemungutan retribisi dilakukan 

melalui organisasi pemerintah, maka semua daerah memiliki kesempatan yang 

sama untuk memungut berbagai jenis retribusi yang diselenggarakan oleh 

pemerintah melalui keberadaan organisasi pemerintah yang ada di masing-masing 

daerah Kabupaten/Kota. Semakin banyak organisasi pemerintah yang 

melaksanakan pungutan retribusi maka akan semakin besar kontribusi retribusi 

terhadap PAD. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel. 

4.4 
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Keterangan : 

 

1. Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 

tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 59.22% 

2. Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 

tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 52.85% 

3. Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 

tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 43.37% 

4. Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 

tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 46.03% 

5. Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 

tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 52.48% 

 

1. Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2019 

tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.12% 

2. Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2018 

tepatnya di Kabupaten Nagan Raya sebesar 1.20% 

3. Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2017 

tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 1.47% 

4. Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2016 

tepatnya di Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.35% 

5. Kontribusi Retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 2015 

tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 3.74% 
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Tabel 4.4 menjelaskan sumber penerimaan retribusi daerah di sejumlah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 relatif berfluktuasi. 

Kenaikan dan penurunan sumber penerimaan retribusi daerah di sejumlah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh akan sangat menentukan tingkat kontribusi 

retribusi daerah terhadap PAD. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap 

PAD juga ditentukan oleh tingkat kenaikan PAD akibat adanya kenaikan 

kontribusi sumber penerimaan lainnya yang lebih besar sehingga kondisi ini 

membuat kontribusi retribusi akan cendrung lebih kecil atau sebaliknya. 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan kontribusi retribusi daerah di 

daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh selama tahun 2015-2019 berkisar antara 

1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi pada tahun 

2019 tepatnya di Kabupaten Aceh Utara dan kontribusi retribusi daerah tertinggi 

terjadi pada tahun 2019 tepatnya di Kabupaten Pidie Jaya. 

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2019 rata-rata berkisar 11,19% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut relatif menurun di 

banding tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2018. Kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat 

kontribusi sebesar 1,12%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi 

terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 59,22%.  

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2018 rata-rata berkisar 11,37% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut sedikit menurun di 



56 

 

 

 

banding tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2017. Kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD terendah terjadi di Kabupaten Nagan Raya dengan tingkat 

kontribusi sebesar 1,20%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi 

terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 52,85%.  

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2017 rata-rata sebesar 12,71% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut sedikit meningkat 

di banding tahun 2016. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi 

di Kabupaten Aceh Tenggara dengan tingkat kontribusi sebesar 1,47%. Sementara 

tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pidie Jaya 

dengan tingkat kontribusi retribusi daerah sebesar 43,37%. 

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2016 rata-rata sebesar 12,62% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun tersebut relatif menurun di 

banding tingkat kontribusi tahun 2015. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 

terendah terjadi di Kabupaten Aceh Utara dengan tingkat kontribusi sebesar 

3,74%. Sementara tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di 

Kabupaten Pidie Jaya dengan tingkat kontribusi sebesar 46,03%. 

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh tahun 2015 rata-rata sebesar 16,54% atau masuk dalam kategori 

kurang baik. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi di 

Kabupaten Aceh Selatan dengan tingkat kontribusi sebesar 3,74%.  Sementara 
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tingkat kontribusi retribusi daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara 

dan tingkat kontribusi sebesar 52,48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

beberapa kesimpulan adalah: 

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh masih  kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan lainnya 

dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar antara 

5,55% hingga 52,06%.  Kontribusi pajak daerah terendah terjadi di Kabupaten 

Bener Meriah sementara Kontribusi pajak daerah tertinggi terjadi di 

Kabupaten Aceh Besar. 

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh masih kurang di banding dengan kontribusi sumber penerimaan 

lainnya dalam PAD dengan nilai kontribusi selama tahun 2015-2019 berkisar 

antara 1,12% hingga 59,22%. Kontribusi retribusi daerah terendah terjadi di 

Kabupaten Aceh Utara sementara Kontribusi Retribusi daerah tertinggi terjadi 

di Kabupaten Pidie Jaya. 

 

5.2. Saran-saran  

Dari kesimpulan sebelumnya maka maka penulis dapat menyampaikan 

beberapa saran adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh : 
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a) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh khususnya 

kabupaten dengan tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terendah 

hendaknya lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam meningkatkan 

perluasan wilayah dan objek pajak  dan retribusi daerah. 

b) Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh perlu 

meningkaatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak  dan retribusi daerah 

dan jangan hanya terpaku pada dana perimbangan yang begitu besar. 

2. Bagi penelitian lanjutan : 

a) Untuk penelitian yang akan datang agar dapat menggunakan jumlah 

tahun pengamatan yang lebih banyak hingga 10 tahun.  

b) Untuk penelitian yang akan datang agar lebih kreatif mendeskripsikan 

angka-angka pada penelitian dalam bentuk grafik dan sejenisnya. 
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escriptives 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2019 23 5.88 52.06 16.1896 12.37830 

2018 23 6.14 51.60 15.1583 12.03663 

2017 23 6.75 44.20 15.2043 10.38576 

2016 23 5.58 43.51 14.2465 9.51514 

2015 23 5.55 37.91 13.0974 8.90662 

Valid N (listwise) 23 
    

 

 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2019 23 1.12 59.22 11.1909 16.20579 

2018 23 1.20 52.85 11.3748 15.33662 

2017 23 1.47 43.37 12.7143 13.69917 

2016 23 1.35 46.03 12.6187 13.71837 

2015 23 3.74 52.48 16.5365 15.69832 

Valid N (listwise) 23 
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